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Keywords:
Four pillars of the nation and state 
Four Pillars of Nation and State is Pancasila, the Constitution of the 
Republic of Indonesia in 1945, national unity and the Republic of Indo-
nesia which is articulated by members of the DPR/MPR to the public. 
This idea is included in item Law of Political Parties that have strong 
legitimacy. The four pillars of the state and nation reap the pros and cons 
in the community, especially among experts in constitutional law of the 
State. The experts have similar views to criticize the concept of it be-
cause it is not considered appropriate if it is aligned as the four pillar or 
column country. The Constitutional Court issued a decision removing 
the article. The Constitutional Court’s decision is binding and must be 
executed by all parties. That is the four pillars of the nation and state is 
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constitutional court ruling was ignored by the DPR/MPR until today. 
They continue to socialize the four pillars. That is the institution DPR/
MPR may be unlawful.
Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara merupakan Pancasila, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tung-
gal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disosialisasikan 
oleh anggota DPR/MPR RI kepada masyarakat. Gagasan ini dimasuk-
kan dalam butir Undang-Undang Partai Politik sehingga memiliki legi-
timasi yang kuat. Empat pilar berbangsa dan bernegara itu menuai pro 
kontra di masyarakat, terutama di kalangan pakar hukum tata Negara. 
Pakar-pakar tersebut memiliki pandangan yang sama untuk mengkritisi 
konsep itu karena dianggap tidak tepat jika empat hal itu disejajarkan 
sebagai pilar atau tiang negara. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan 
keputusan menghapus pasal tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi 
bersifat mengikat dan harus dijalankan oleh semua pihak. Artinya empat 
pilar berbangsa dan bernegara sudah tidak boleh disebarkan ke masya-
rakat, tetapi kenyataannya berbeda, putusan mahkamah konstitusi itu 
diabaikan oleh DPR/MPR RI sampai saat ini. Mereka tetap melakukan 
sosialisasi empat pilar. Artinya lembaga DPR/MPR RI dapat dianggap 
melanggar hukum.
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Pendahuluan
Salah satu karakteristik Indonesia sebagai negara 
dan bangsa adalah kebesaran, keluasan wilayah 
dan kemajemukan suku bangsa. Konsep pokok para 
pendiri bangsa Indonesia tidak mengalami peru-
bahan, tetapi sebagian bersifat teknik instrumental 
mengalami penyesuaian pada generasi bangsa saat 
ini. Sebagai negara kebangsaan, negara kita terdiri 
dari berbagai ikatan primordial (agama, suku, ras, 
daerah, bahasa, budaya, dan adat) yang ingin ber-
satu (integrasi) secara kokoh, tetapi sekaligus ingin 
dibangun secara demokratis agar semua aspirasi 
berbagai ikatan primordial itu mendapatkan salur-
an (Mahfud, 2009).
Pancasila sebagai dasar negara, UUD Negara Ke-
satuan Republik Indonesia (NKRI) 1945 sebagai 
landasan konstitusional, NKRI sebagai wadah pe-
mersatu bangsa, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai 
semangat perekat persatuan kemajemukan merupa-
kan kesepakatan (resultante) rakyat Indonesia yang 
dijadikan sebagai conditio sine quanon dalam hidup 
bersama dan mencapai tujuan bersama dalam or-
ganisasi Negara Indonesia. Artinya, masing-masing 
pilar merupakan satu kesatuan yang telah dipilih 
oleh para founding people untuk menopang bangun-
an Negara Indonesia.
Penerimaan dasar negara, Pancasila, sebagai milik 
bersama pada gilirannya akan memudahkan bangsa 
ini untuk membangun NKRI berdasarkan prinsip-
prinsip konstitusional yang telah disepakati sebagai 
hukum dasar yang dijabarkan dari Pancasila de-
ngan bernafaskan pada nilai dasar bangsa Bhinneka 
Tunggal Ika, namun dalam sejarah Bangsa Indone-
sia empat pilar tersebut telah mengalami banyak 
tantangan. Secara historis, tantangan tersebut terja-
di baik dalam tataran teori maupun dalam tataran 
praktek. Empat pilar mengalami ujian baik melalui 
gerakan bersenjata maupun melalui pergulatan di 
lembaga-lembaga yang secara konstitusional diben-
tuk oleh negara.
Ada dua fenomena yang menjadi dasar dari reali-
tas bangsa yang semakin mencemaskan. Pertama, 
masalah pemahaman keagamaan yang dangkal dan 
cenderung radikal telah menyebabkan pengabaian 
terhadap empat pilar kebangsaan tersebut. Kedua, 
hilangnya trust yang berpotensi memporak-poran-
dakan bangunan NKRI telah disebabkan juga oleh 
ketidakpuasan terhadap penyelenggaraan pemerin-
tahan yang tidak adil. 
Nilai-nilai pancasila bukanlah sekedar falsafah me-
lainkan sebagai foundasi dalam kehidupan berbang-
sa dan bernegara ini. Adanya putusan Mahkamah 
Konstitusi (MK) nomor 100/PUU-XI/2014 tentang 
Pembatalan Empat Pilar Berbangsa Dan Bernegara 
menganulir istilah empat pilar berbangsa dan ber-
negara tersebut dalam Pasal 34 Ayat (3b) huruf a 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Par-
tai Politik merupakan bagian dari empat pilar, se-
sungguhnya kurang tepat karena pancasila memi-
liki arti dan falsafah yang lebih dalam karena bisa 
diterjemahkan sebagai pondasi Negara Indonesia, 
maka diperlukan suatu program sosialisasi empat 
pilar kebangsaan ini untuk menumbuhkan sema-
ngat nasionalisme bangsa, namun pada kenyata-
annya Program sosialisasi empat pilar kebangsaan 
yang diselenggarakan MPR ini bukan saja hanya 
menghambur-hamburkan uang negara tetapi sosia-
lisasi besar-besaran program ini telah menelan ang-
garan ratusan miliar rupiah.
Tabel 1. Rincian Anggaran Sosialisasi Empat Pilar
No Program Anggaran (Rp)
1 Dialog 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara 53.966.242.000
2 Pagelaran seni budaya 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara 9.200.245.000
3 Pembuatan komik sosialisasi 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. 888.640.000
4 Pembuatan film animasi 3D sosialisasi 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. 527.120.000
5 Sosialisasi 4 pilar kehidupan oleh anggota DPR/MPR RI di daerah pemilihan. 228.114.800.000
6 Training of trainer 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. 19.594.492.000
7 Lomba 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. 2.176.350.000
8 Biaya untuk Focus Group on Discussion (FGD). 4.280.077.000
Sumber: Kepala Biro Keuangan Sekretaris Jendral DPR/MPR RI
Selain merancang anggaran sosialisasi, pimpinan 
MPR juga membentuk Tim Kerja Sosialisasi yang 
anggotanya berjumlah 35 orang, terdiri atas unsur 
fraksi-fraksi dan Kelompok Anggota DPD di MPR 
yang bertugas untuk menyusun materi, metodologi, 
memantau, mengevaluasi penyelenggaraan kegiat-
an sosialisasi, serta melaksanakan sosialisasi. Sela-
in dilaksanakan oleh seluruh anggota MPR, dalam 
Sagalane/Implementasi dan Implikasi Sosialisasi Empat Pilar Berbangsa...Putusan Mahkamah Konstitusi
-3-
mengorganisasi pelaksanaan total yang telah diha-
biskan untuk rangkaian program sosialisasi empat 
pilar kebangsaan tersebut adalah 350 Miliar.
Dengan perincian anggaran yang demikian besar-
nya, permasalahan muncul antara pihak yang pro 
dan kontra. Kondisi yang kontroversi ini melahir-
kan berbagai kritik yang beranggapan bahwa pro-
gram sosialisasi tersebut rentan menimbulkan per-
soalan politik, hukum, sosial, dan yang terpenting 
adalah program sosialisasi ini rawan penyimpang-
an penggunaan APBN. Penggunaan kosakata Em-
pat Pilar dianggap keliru dan mengaburkan mak-
na dan pengertian Pancasila, UUD 1945, Bhinneka 
Tunggal Ika dan NKRI. Presiden Soekarno menye-
butkan Pancasila sebagai philosofische grondslag atau 
fundamen, bukan pilar.
Kontroversi terjadi meminta kepada pimpinan ke-
tua MPR untuk menghentikan sosialisasi program 
empat pilar yang dikaitkan dengan Pancasila, UUD 
45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, seperti Rac-
hmawati (2013) menilai program tersebut belum 
ditetapkan dalam TAP MPR, belum diputuskan da-
lam keputusan regulasi MPR. Kemudian Iskandar 
(2013) yang menganggap sosialisasi program empat 
pilar kebangsaan ini sebagai perampokan APBN, 
juga ditegaskan bahwa pancasila bukan pilar yang 
bergantung pada pilar yang lain melainkan mele-
bihi dari sebuah pilar yaitu dasar (pondasi) Negara, 
jika doktrin empat pilar tersebut dilanjutkan, nilai 
Pancasila dikhawatirkan akan turun. 
Ginanjar (2013) mensinyalir ada indikasi praktik 
korupsi dalam agenda sosialisasi empat pilar yang 
dilakukan oleh MPR, sosialisasi empat pilar dinilai 
sebagai bentuk permainan proyek pimpinan MPR 
dalam mengeruk uang negara. Dengan demikian, 
maka permasalahan dalam kajian ini sangat mena-
rik untuk dikaji lebih jauh dalam perspektif ketat-
anegaraan. Mengingat pentingnya nilai-nilai pan-
casila sebagai dasar pemersatu Bangsa dan Negara. 
Sehingga perumusan masalah yakni:  1) Bagaima-
na implementasi sosialisasi empat pilar kebangsa-
an pasca putusan Mahkamah Konstitusi?; dan 2) 
Mengapa pancasila harus dibedakan dari empat pi-
lar kebangsaan?.
Empat pilar kebangsaan yang dicetuskan oleh Taufik 
Kiemas dimaksudkan untuk menanamkan kecinta-
an kita terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka 
Tunggal Ika dan NKRI. Negara kita merupakan Ne-
gara hukum (Recht state), dan hukum digunakan se-
bagai alat oleh Negara untuk menjadi Negara yang 
sejahtera (Welfare State). Oleh karena itu semua pro-
gram yang dijalankan oleh lembaga Negara harus-
lah yang bertujuan mendirikan Welfare State.
Menurut Husni (2003) pemerintah bertanggung 
jawab memberikan perlindungan kepada seluruh 
rakyat Indonesia serta memberikan kesejahteraan 
sebagaimana tercantum pada pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 
1945 tersebut, para pakar menyebutkan bahwa tu-
juan Negara seperti itu mencerminkan type Nega-
ra hukum kesejahteraan (welfare state). Asshiddiqie 
(2006) mengemukakan bahwa hukum tata Negara 
yang paling luas mencakup bagian dari hukum na-
sional yang mengatur sistem administrasi publik 
(Negara) dan hubungan antara individu dengan 
Negara.
Hukum tata Negara adalah hukum yang menga-
tur tata organisasi Negara, alat-alat perlengkapan 
Negara yang mengatur semua masyarakat hukum 
menurut tingkatan-tingkatannya dalam bentuk per-
aturan-peraturan beserta kewenangannya secara 
langsung atau tidak langsung memengaruhi dis-
tribusi atau pelaksanaan kekuasaan yang berdau-
lat dalam Negara, dan menyangkut dengan gejala 
historis Negara dan hukum yang memerintah Ne-
gara, serta mekanisme hukum yang menentukan 
organisasi, kekuasaan dan tugas-tugas otoritas ad-
ministrasi. (Vollenhoven; Scholten; Pot, Logemann; 
Van Apeldoorn, Mac-Iver; Wade and Phillips; Dicey, 
Duverger; Molan)
Hukum tata Negara itu ialah ilmu yang termasuk 
salah satu cabang ilmu hukum, yaitu hukum kene-
garaan yang berada di ranah hukum publik tetapi 
mencakup pula persoalan-persoalan yang terkait 
dengan mekanisme hubungan antara organ-organ 
Negara itu dengan warga Negara. Hukum tata 
Negara tidak hanya merupakan Recht atau hukum 
dan apalagi hanya sebagai Wet atau norma hukum 
tertulis, tetapi juga adalah lehre atau teori sehingga 
pengertiannya mencakup apa yang disebut sebagai 
verfassungrecht (hukum konstitusi) dan sekaligus 
verfassunglehre (teori konstitusi). Hukum tata Ne-
gara dalam arti luas mencakup baik hukum yang 
mempelajari negara dalam keadaan diam maupun 
yang mempelajari Negara dalam keadaan bergerak. 
Sumber Hukum Tata Negara di Indonesia
Sumber Materiil dan Formal
Pancasila yang merupakan falsafah hidup bernega-
ra berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Re-
publik Indonesia tahun 1945 yang merupakan kon-
stitusi Negara kita adalah sumber hukum materiil 
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Hukum Tata Negara kita. Dengan dijuluki falsafah 
Negara, maka Pancasila bukan hanya harus kita ji-
wai saja, tetapi juga harus tercermin dalam  setiap 
peraturan hukum di Indonesia. Oleh karena itu hu-
kum Indonesia haruslah berdasar Ketuhanan Yang 
Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, 
merupakan faktor pemersatu bangsa, bersifat ke-
rakyatan dan menjamin keadilan sosial bagi seluruh 
rakyat Indonesia (Asshiddiqie, 2006).
 
Sumber Hukum tata Negara yaitu alat-alat yang 
dikeluarkan oleh pejabat Negara melalui atur-
an hukum. Hal ini bisa dilihat dalam Pasal di Un-
dang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
tahun 1945. Tata urutan atau hierarkinya lebih ter-
perinci disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang 
Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Pera-
turan Perundang-Undangan; (1) Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (3) 
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang; (4) Peraturan Pemerintah; (5) Per-
aturan Presiden; (6) Peraturan Daerah Provinsi; (7) 
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Peraturan Dasar dan Norma Dasar
Phillips, Jackson dan Leopard  (dalam Asshiddiqie, 
2006) bahwa memahami hukum, Negara dan kon-
stitusi haruslah secara bersamaan. Dalam perspektif 
hukum tata Negara, hukum Negara (the law of a sta-
te) kita lihat sebagai hukum yang terdiri atas  pedo-
man perilaku (rules of conduct) yang ditetapkan oleh 
lembaga Negara yang bertindak sebagai legislator 
atau regulator dan yang ditegakkan oleh lembaga 
pengadilan yang dibentuk oleh Negara. 
Paine (dalam Asshiddiqie, 2006), hukum konstitusi 
itu mendahului keberadaan organisasi Negara. Ar-
tinya, pemerintahan justru dibentuk oleh konstitusi, 
dan konstitusi bukanlah peraturan yang dibuat oleh 
pemerintahan, tetapi peraturan yang dibuat oleh 
rakyat untuk mengatur pemerintahan. Jika ada ki-
nerja pemerintahan yang bertentangan dengan aspi-
rasi rakyat, artinya pemerintahan itu telah melawan 
konstitusi.
Menurut Crane dan Moses (Hirschl, 2013) menyata-
kan bahwa konstitusi bangsa adalah cerminan dari 
dunia politik yang berbangsa, khususnya kehendak 
rakyat dan nilai-nilai abadi bangsa dan peninggal-
an bangsa. Konstitusi adalah hukum dasar, norma 
dasar dan sekaligus paling tinggi kedudukannya 
dalam sistem bernegara. Namun sebagai hukum, 
konstitusi tidak selalu bersifat tertulis (geschreven 
constitutie atau written constitution). Konstitusi yang 
bersifat tertulis biasa disebut Undang-Undang Da-
sar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai 
konstitusi dalam arti sempit, sedangkan yang tidak 
tertulis merupakan konstitusi dalam arti luas.
Interpretasi konstitusional adalah disiplin, berda-
sarkan moral, dengan persyaratan integritas kon-
stitusi, sebuah proses yang mewajibkan hakim da-
lam menghubungkan prinsip-prinsip moral abstrak 
yang mereka percaya untuk digabungkan atau ber-
satu dengan cara yang logis dan efektif.
Konvensi Ketatanegaraan
Konvensi ketatanegaraan memiliki kekuatan yang 
sama dengan Undang-Undang karena diterima dan 
dijalankan , meskipun hakim di pengadilan tidak 
terikat olehnya. Konvensi ketatanegaraan dapat 
menggeser berlakunya suatu peraturan perundang-
undangan yang tertulis.  Sebagai contoh, pada awal 
kemerdekaan dapat dikemukakan bahwa menurut 
Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia tahun 1945 Menteri Negara bertanggung 
jawab kepada Presiden karena ia adalah pembantu 
Presiden. Dalam perkembangan ketatanegaraan In-
donesia di tahun 1945 ternyata menurut hasil kon-
vensi ketatanegaraan menteri harus bertanggung 
jawab kepada Badan Pekerja Komite Nasional Indo-
nesia Pusat (BP-KNIP) yang pada masa itu menja-
lankan tugas perwakilan rakyat (legeislative).
Hal ini terjadi karena maklumat Wakil Presiden  No. 
X tanggal 16 Oktober 1945 yang kemudian diikuti 
oleh maklumat pemerintah tanggal 14 November 
1945 dimana BP-KNIP yang semula tugasnya ada-
lah membantu kinerja Presiden berdasarkan Atur-
an Peralihan Pasal IV Undang-Undang Dasar 1945 
menjadi badan yang sederajat dengan Presiden dan 
juga menjadi tempat pertanggungjawaban menteri. 
Dengan demikian yang semula sistem pemerintah-
an kita yang menganut presidensial berubah men-
jadi parlementer. Hal ini dapat dilihat dalam kabi-
net Syahrir I, II dan III serta kabinet Amir Sjarifudin 
yang menggantikannya. 
Traktat (Perjanjian)
Traktat atau perjanjian adalah kesepakatan yang 
diadakan oleh dua Negara atau lebih. Dalam hu-
kum Internasional, suatu proses pembuatan per-
janjian sampai mengikat kedua Negara atau lebih 
dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu sebagai ber-
ikut: (1) Perundingan atau pembicaraan diadakan 
mengenai hal-hal yang menyangkut kepentingan 
masing-masing Negara; (2) Jika telah memperoleh 
kesepakatan, substansi pokok yang dihasilkan dari 
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perundingan itu diparaf sebagai tanda persetujuan 
sementara, karena naskah memerlukan persetujuan 
lebih lanjut dari lembaga perwakilan rakyat atau 
parlemen masing-masing Negara; (3) Setelah diper-
oleh persetujuan dari masing-masing Negara, ke-
mudian disusul dengan penguatan (bekrachtiging) 
oleh kepala Negara masing-masing.; (4) Keputusan 
yang sudah disetujui dan ditandatangani oleh para 
pihak kemudian diumumkan yang dilakukan da-
lam suatu upacara dengan saling menukarkan pia-
gam perjanjian.
Konstitusi
Konstitusi baik dalam arti materiil, formil, adminis-
tratif,ataupun tekstual, lalu dalam arti collective min-
ds ataupun dalam arti civic behavioral realities, adalah 
pusat perhatian yang sangat penting dari ilmu hu-
kum tata Negara atau the study of constitutional law 
(Asshiddiqie, 2006) Konstitusi yang dijadikan objek 
kajian itu dapat mencakup tiga pengertian, yaitu: 
Pertama, Constitutie in materiele zin yang dikualifi-
kasikan karena isinya, misalnya berisi jaminan hak 
asasi, bentuk Negara dan fungsi-fungsi pemerintah-
an, dan sebagainya. Kedua, Constitutie in formele zin 
yang dikualifikasikan Karena pembuatnya, misal-
nya oleh MPR dan Ketiga, konstitusi dalam arti nas-
kah Grondwet sebagai geschreven document, misalnya 
harus diterbitkan dalam lembaran Negara, supaya 
dapat menjadi alat bukti dan menjamin stabilitas 
satu kesatuan sistem rujukan.
Konstitusi atau Verfassung menurut Paine (Asshid-
diqie, 2006) dibuat oleh rakyat untuk membentuk 
pemerintahan, bukan justru sebaliknya ditetapkan 
oleh pemerintah untuk rakyat. Articles of Confedera-
tions seperti Negara federasi Uni Soviet mengesah-
kan Undang-Undang Dasarnya (Konstitusi Federal) 
pada 1924, setelah dua tahun berdirinya, yaitu 30 
Desember 1922. Kerajaan Belanda yang sekarang 
juga baru mengesahkan Grondwet pada 2 Februari 
1814 yaitu setelah dua bulan sebelas hari sejak pro-
klamasi kemerdekaannya dari Prancis pada 21 No-
vember 1813. Republik Indonesia sendiri yang su-
dah diproklamasikan sebagai Negara merdeka dan 
berdaulat pada 17 Agustus 1945 baru mengesahkan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
tahun 1945 pada 18 Agustus 1945.
Ukuran baik atau tidaknya sebuah konstitusi terle-
tak pada prinsip “political rule, by virtue of its specific 
nature, is essentially for the benefit of the ruled” (Ass-
hiddiqie, 2006). Jika konstitusi adalah merupakan 
hukum tertinggi dalam sebuah Negara, maka kita 
bisa melihat bahwa apa yang dicita-citakan oleh 
hukum juga pastilah sejalan dengan yang dicita-
citakan oleh konstitusi. Tujuan hukum yang paling 
mendasar adalah menciptakan keadilan, kepastian 
dan kegunaan. Keadilan memiliki makna terjadinya 
keseimbangan di masyarakat baik perlakuan ma-
upun kegiatan politik antara penguasa beserta ba-
wahan-bawahannya dengan masyarakat sehingga 
terciptanya kepatutan.
Kerangka Teoritis
Empat pilar kebangsaan dimaksudkan untuk mena-
namkan kecintaan kita terhadap Pancasila, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 
1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Oleh karena 
itu diadakan program Sosialisasi empat pilar oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawara-
tan Rakyat di masyarakat agar mereka menyerap 
pilar itu demi menumbuhkan kecintaan terhadap 
Indonesia. Dalam proses berjalannya waktu ketika 
semua orang mencoba menghayati makna Empat 
Pilar Kebangsaan tersebut malah ternyata ini memi-
liki kerangka berfikir yang salah.
Negara kita merupakan Negara hukum (Recht sta-
te), dan hukum digunakan sebagai alat oleh Negara 
untuk menjadi Negara yang sejahtera (Welfare Sta-
te). Oleh karena itu semua program yang dijalan-
kan oleh lembaga Negara haruslah yang bertujuan 
mendirikan Welfare State. Menurut Husni (2003) 
pemerintah bertanggung jawab memberikan per-
lindungan kepada seluruh rakyat Indonesia serta 
memberikan kesejahteraan sebagaimana tercantum 
pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia tahun 1945 tersebut, para pa-
kar menyebutkan bahwa tujuan Negara seperti itu 
mencerminkan tipe Negara hukum kesejahteraan 
(welfare state).
Pembahasan mengenai empat pilar kebangsaan ber-
ada dalam konsentrasi ilmu Hukum Tata Negara 
yang merupakan cabang dari Ilmu Hukum. Hari 
ini Hukum semakin berkembang. Lahir banyak 
konsentrasi atau cabang ilmu hukum, diantaranya; 
(a) Hukum Perdata; (b) Hukum Pidana; (c) Hukum 
Tata Negara; (d) Hukum Bisnis; (e) Hukum Agraria; 
(f) Hukum Praktisi; (g) Hukum Pidana Internasio-
nal; dan (h) Hukum Perdata Internasional.
Delapan cabang ilmu Hukum ini yang dirasa sa-
ngat banyak dan sudah cukup mewakili peristiwa 
hukum yang terjadi di masyarakat sangat mungkin 
menjadi sangat sedikit dan tidak cukup di tengah 
pesatnya ide-ide serta gagasan-gagasan baru yang 
lahir dari pemikiran anak bangsa ke depan setelah 
melihat begitu hebatnya dinamika kehidupan dan 
begitu cepatnya perkembangan jaman.
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Hukum Tata Negara menurut Scholten () adalah 
hukum yang menjelaskan dan mengatur mengenai 
organisasi Negara yang di dalamnya terdapat Hak 
Asasi Manusia (HAM) dan kewarganegaraan. Hu-
kum Tata Negara menurut Pudjosewojo () adalah 
Hukum yang mengatur bentuk Negara (Kesatuan/
Federal), bentuk pemerintahan (kerajaan/repub-
lik) dan juga menjelaskan masyarakat atasan dan 
bawahan beserta tingkatan-tingkatannya (hirarki), 
yang selanjutnya menegaskan wilayah dan ling-
kungan rakyat dari masyarakat-masyarakat hukum 
itu dan akhirnya menunjukkan alat-alat perleng-
kapan (penguasa yang memegang kekuasaan) dari 
masyarakat hukum itu beserta susunan (terdiri dari 
seorang atau sejumlah orang), wewenang, tingkatan 
imbangan dari dan antara alat perlengkapan itu.
Hukum tata Negara menurut Kusnardi dan Har-
maily () adalah sekumpulan peraturan hukum yang 
mengatur organisasi Negara beserta hubungan an-
tara alat-alat perlengkapan di dalamnya secara verti-
kal dan horizontal, dan juga menjelaskan mengenai 
HAM. Hukum Tata Negara yang kita pelajari saat 
ini adalah mengenai pengertian hukum bernegara 
secara sempit (staatsrecht), karena bila secara luas 
kita perlu mempelajari Hukum Tata Negara dan 
Hukum Administrasi Negara. Asshiddiqie (2006) 
memaparkan bahwa buah dari Hukum Tata Negara 
dan Hukum Administrasi Negara adalah Konstitu-
si, di Negara kita artinya Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indoensia tahun 1945. Konstitusi 
menurut Paine (Asshiddiqie, 2006) dibuat oleh rak-
yat untuk membentuk pemerintahan,bukan sebalik-
nya ditetapkan oleh pemerintah untuk rakyat.
Metodologi Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dika-
renakan berusaha memahami arti atau makna dari 
fenomena yang berkaitan dengan hal-hal yang akan 
diteliti serta mendeskripsikan fakta yang ada di lo-
kasi penelitian. Bogdan dan Taylor (Moleong, 2001) 
mengemukakan penelitian metode kualitatif adalah 
penelitian yang  akan menghasilkan data deskriptif 
berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-
orang atau perilaku yang diamati. Penelitian ini di-
lakukan di gedung DPR/MPR dan ditempat-tempat 
berlangsungnya kegiatan sosialisasi empat pilar ke-
bangsaan. 
Informan dipilih dengan menggunakan teknik pur-
posive sampling untuk menentukan informan, yaitu 
teknik penentuan informan dengan pertimbangan 
tertentu yang dilakukan secara sengaja untuk men-
dapatkan data dan informasi yang diharapkan oleh 
peneliti (Moleong, 2001). Teknik pengumpulan data 
menggunakan data primer dan data sekunder, de-
ngan menggunakan triangulasi data. Teknik analisa 
data dengan melakukan beberapa tahap yakni mela-
lui reduksi data (data reduction), penyajian data (data 
display), dan penarikan kesimpulan. (Sugiyono, 2011).
 
Hasil Dan Pembahasan
Tinjauan Yuridis terhadap Sosialisasi Empat Pilar 
Kebangsaan yang Dilakukan DPR/MPR RI Pasca 
Putusan Mahkamah Konstitusi
Dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah 
membatalkan frasa Empat Pilar Berbangsa dan Ber-
negara Minggu pada tanggal 03 April 2014. Asshid-
diqie () mengatakan Pancasila jangan lagi ditempat-
kan sebagai salah satu pilar kehidupan berbangsa 
bernegara, karena Pancasila adalah filosofi berbang-
sa, dasar negara. Kegiatan sosialisasi diganti saja 
dengan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat 
dan pengkajian. Karena penyebutan sebagai pilar, 
akan dianggap setara dengan yang lain dan pada 
akhirnya menimbulkan salah paham di masyarakat. 
MPR perlu menghormati putusan MK dalam Amar 
Putusan Nomor 100/PUU-XI/2014 yang membatal-
kan frasa "Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara" 
dalam Pasal 34 ayat (3b) huruf a Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Un-
dang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai 
Politik terkait Pancasila dianggap juga sebagai pilar 
kebangsaan.
Sementara itu, Harun () mengatakan, era reformasi 
yang dimulai pada tahun 1998 seharusnya menja-
di era untuk menemukan kembali tafsir Pancasila 
yang benar sesuai prinsip demokrasi. Bahwa teks 
Pancasila sebagai ideologi negara tetap sama sejak 
1945, tetapi tafsirnya harus senantiasa kontekstual, 
sesuai dengan jiwa dan spirit demokrasi yang ber-
kembang, baik di Indonesia maupun di belahan ne-
gara lain di dunia. Demokrasi dan Pancasila, tidak 
bisa dipisahkan karena tanpa demokrasi, Pancasila 
tak mungkin bertahan sebagai ideologi bangsa.
Hak dan Kewajiban DPR/MPR RI
Negara kita menggunakan konsep ketatanegaraan 
Distribution of Power. Jennings ()menyebutkan bah-
wa Negara terdistribusi dan berjalan dengan kerja 
sama atas Legislatif, Eksekutif, Yudikatif dan Audi-
tif. Legislatif yang dimaksud di negara kita adalah 
Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakil-
an Rakyat Republik Indonesia (DPR/MPR RI). Maje-
lis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memiliki fung-
si, tugas, wewenang dan hak serta kewajiban yang 
perlu dijalankan. 
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Tugas dan wewenang MPR adalah sebagai berikut; 
(a) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang se-
dikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota Nega-
ra (Pasal 2 Ayat (2) UUD 1945); (b) MPR berwenang 
mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 
(Pasal 3 Ayat (1) UUD 1945); (c) MPR melantik presi-
den dan/atau wakil presiden (Pasal 3 Ayat (2) UUD 
1945); (d) MPR hanya dapat memberhentikan pre-
siden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatan-
nya menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 3 ayat 
(3) UUD 1945); (e) Dalam hal terjadi kekosongan 
wakil presiden, selambat-lambatnya dalam jangka 
waktu enam puluh hari, MPR menyelenggarakan 
sidang dalam memilih wakil presiden dari dua ca-
lon yang diusulkan oleh presiden (Pasal 8 Ayat (2) 
UUD 1945); dan (f) Jika presiden dan wakil presiden 
mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat 
melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya 
secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan 
adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, 
dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Se-
lambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, MPR 
menyelenggarakan sidang untuk memilih presiden 
dan wakil presiden dari dua pasangan  calon presi-
den dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai 
politik atau gabungan partai politik yang pasangan 
calon presiden dan wakil presidennya meraih sua-
ra terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan 
umum sebelumnya, sampai akhir masa jabatannya. 
(Pasal 8 Ayat (3 UUD 1945).
Sedangkan Hak-Hak Majelis Permusyawaratan 
Rakyat (MPR) dalam melaksanakan tugas dan we-
wenangnya adalah sebagai berikut; (1) Mengajukan 
usul perubahan pasal-pasal dalam UUD NRI Ta-
hun 1945; (2) Menentukan sikap dan pilihan dalam 
pengambilan keputusan; (3) Memilih dan dipilih; 
(4) Membela diri; (5) Imunitas; (6) Protokoler; (7) 
Keuangan dan administrasi. Kewajiban Majelis Per-
musyawaratan Rakyat (MPR) dalam melaksanakan 
tugas dan wewenangnya adalah sebagai berikut; (1) 
Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila; (2) 
Melaksanakan UUD NRI Tahun 1945 dan menaati 
peraturan perundang-undangan; (3) Mempertahan-
kan dan memelihara kerukunan nasional dan men-
jaga keutuhan NKRI; (4) Mendahulukan kepenting-
an negara diatas kepentingan pribadi, kelompok, 
dan golongan; dan (5) Melaksanakan peranan seba-
gai wakil rakyat dan wakil daerah.
Berbeda dengan Dewan Perwakilan Rakyat dimana 
sebagai mandataris rakyat memiliki tugas dan kewa-
jiban; (a) Membentuk Undang-Undang yang dibahas 
dengan Presiden untuk mendapatkan persetujuan 
bersama; (b) Membahas dan memberikan perse-
tujuan peraturan pemerintah pengganti Undang-
Undang; (c) Menerima dan membahas usulan ran-
cangan Undang-Undang yang diajukan DPD yang 
berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutser-
takan dalam pembahasan; (d) Memperhatikan per-
timbangan DPD atas rancangan Undang-Undang 
APBN dan rancangan Undang-Undang yang ber-
kaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama; (e) 
Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Ne-
gara (APBN) bersama Presiden dan memperhatikan 
pertimbangan DPD; (f) Melaksanakan pengawasan 
terhadap pelaksanaan Undang-Undang, APBN ser-
ta kebijakan pemerintah; (g) Membahas dan menin-
daklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan oleh 
DPD terhadap pelaksanaan Undang-Undang, oto-
nomi daerah, APBN, pajak, pendidikan dan agama; 
(h) Memilih anggota BPK dengan memperhatikan 
pertimbangan DPD; (i) membahas dan menindak-
lanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawab-
an keuangan negara yang disampaikan oleh BPK; 
(j) Memberikan persetujuan kepada Presiden atas 
pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi 
Yudisial (KY); (k) Memberikan persetujuan calon 
hakim agung yang diusulkan oleh KY; (l) Memilih 
tiga calon anggota hakim konstitusi dan mengaju-
kannya kepada Presiden; (m) Memberikan pertim-
bangan kepada Presiden untuk mengangkat Duta 
Besar, menerima penempatan Duta Negara lain dan 
dalam  memberikan amnesti dan abolisi; (n) Mem-
berikan persetujuan kepada Presiden untuk menya-
takan perang, membuat perdamaian dan perjanjian, 
serta perjanjian Internasional lainnya; (o) Menyerap, 
menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti 
aspirasi masyarakat; dan (p) Melaksanakan tugas 
dan wewenang lainnya yang ditentukan oleh Un-
dang-Undang.
Hak-hak Anggota DPR dalam menjalankan tu-
gasnya diatur dalam Pasal 20A Ayat (2) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, yaitu; (1) Hak interpelasi; (2) Hak angket; dan 
(3) Hak menyatakan pendapat. Dalam Ayat sebe-
lumnya, yaitu Pasal 20A Ayat (1) Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dika-
takan bahwa DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi 
anggaran dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi 
ini tidak dimiliki oleh Dewan Perwakilan Daerah 
(DPD) walaupun mereka sama-sama anggota Maje-
lis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Menurut Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indoensia Tahun 1945, Dewan Perwakilan 
Daerah memiliki hak dan kewajiban sebagai beri-
kut; (a) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengaju-
kan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan 
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undang-undang yang berkaitan dengan otonomi 
daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan 
dan pemekaran serta penggabungan daerah, penge-
lolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi 
lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan 
keuangan pusat dan daerah; (b) Dewan Perwakilan 
Daerah ikut membahas rancangan undang-undang 
yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan 
pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan 
penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya 
alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta per-
imbangan keuangan pusat dan daerah; serta mem-
berikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran 
pendapatan dan belanja negara dan rancangan un-
dang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendi-
dikan, dan agama; (c) Dewan Perwakilan Daerah 
dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan 
undang-undang mengenai: otonomi daerah, pem-
bentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, 
hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber 
daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pe-
laksanaan anggaran pendapatan dan belanja nega-
ra, pajak, pendidikan, dan agama serta menyam-
paikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan un-
tuk ditindaklanjuti dan (d) Anggota Dewan Perwa-
kilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, 
yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam 
undang-undang
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
100/PUU-XI/2014 tentang Pembatalan empat pilar 
kebangsaan
Mahkamah Konstitusi memutuskan sosialisasi em-
pat pilar kebangsaan (berbangsa dan bernegara) 
yang berada di dalam Pasal 34 Ayat (3b) huruf a 
Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Par-
tai Politik dihapuskan, tentu karena memperhati-
kan banyak pertimbangan. Putusan itu memilki arti 
bahwa segala bentuk kegiatan yang berhubungan 
dengan mensosialisasikan ajaran empat pilar ke-
bangsaan harus di stop. Putusan tersebut keluar 
pada bulan April tahun 2014. Itu juga artinya se-
menjak dari tahun lalu (2014) seharusnya setelah 
keluar keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, 
segala unsur yang biasanya melakukan kegiatan 
sosialisasi empat pilar kebangsaan harus member-
hentikan kegiatan sosialisasinya, namun nyatanya 
aturan itu dilanggar.
Empat pilar kebangsaan dianggap oleh berbagai 
ilmuwan, pakar dan juga pengadilan Mahkamah 
Konstitusi adalah hal yang tidak tepat, yang isi di-
dalamnya adalah; (1) Pilar PANCASILA; (2) Pilar 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
tahun 1945; (3) Pilar Bhinneka Tunggal Ika, dan (4) 
Pilar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena 
dianggap tidak tepat, maka keluarlah putusan Mah-
kamah Konstitusi tersebut sebagai legal standing bah-
wa Negara melarang pihak manapun menyebarkan 
ajaran itu lagi, namun nyatanya sudah setahun lebih 
putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak diindahkan 
oleh lembaga DPR/MPR RI sampai hari ini.
Lembaga legislatif telah melakukan sosialisasi em-
pat pilar kebangsaan dari tahun 2011 sejak penga-
turan mengenai empat pilar kebangsaan dimasuk-
kan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 
tentang Partai Politik. Saat itu juga mereka langsung 
menganggarkan untuk DPR/MPR RI melakukan ke-
giatan sosialisasi empat pilar kebangsaan. Saat itu 
ketua MPR RI sedang dijabat oleh Taufik Kiemas 
yang merupakan pencetus pemikiran empat pilar 
kebangsaan. Sedangkan setiap tahun, anggota DPR/
MPR RI diberi jatah melakukan 11 (sebelas) kali 
sosialisasi empat pilar kebangsaan didaerah pemi-
lihannya. Hal ini dilakukan agar masyarakat mena-
namkan nilai-nilai dari empat pilar tersebut, pada-
hal nilai-nilai itu sudah dinyatakan tidak tepat oleh 
Negara. Artinya DPR/MPR RI telah melakukan hal 
yang dilarang oleh Negara.
Sekali mengadakan sosialisasi empat pilar kebang-
saan, Negara menganggarkan Rp. 37.800.000,00, 
dengan ditambah ongkos perjalanan sedangkan 
jumlah anggota DPR RI ada 560 orang, dan jumlah 
anggota DPD RI ada 136 orang. Jadi total ada 696 
orang jumlah anggota DPR/MPR RI yang mendapat 
fasilitas anggaran untuk melakukan kegiatan sosia-
lisasi tersebut. Anggota DPR/MPR RI untuk melaku-
kan kegiatan tersebut yang nominalnya disesuaikan 
jarak daerah pemilihannya masing-masing, sesuai 
dengan informasi yang diberikan oleh informan se-
bagai berikut.
“Kalau anggota DPR RI yang saya bantu ke-
betulan di dapil Jawa Tengah mendapat biaya 
perjalanan Rp. 19.200.000,00 per mengadakan 
program sosialisasi empat pilar yang setahun 
diberi jatah enam kali, lalu yang lima kali di-
berikan pada saat reses sehingga yang khusus 
lima kali itu tidak mendapat biaya perjalanan 
karena di dalam anggaran reses sudah dapat 
biaya perjalanan.” 
Informan kedua menjelaskan bahwa untuk pimpin-
an DPR/MPR RI dan Pimpinan Fraksi-Fraksi MPR 
RI mendapat jatah lebih banyak untuk membuat 
sosialisasi empat pilar kebangsaan (termasuk sam-
pai saat ini yang berganti nama menjadi empat pi-
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lar MPR RI) dibanding anggota DPR/MPR RI yang 
lain. Jatah tersebut biasanya diberikan kepada or-
ganisasi-organisasi kepemudaan, organisasi kema-
syarakatan atau lembaga swadaya masyarakat yang 
memiliki kedekatan dengan pimpinan DPR/MPR RI 
atau Pimpinan Fraksi-Fraksi MPR RI. Untuk pim-
pinan tersebut mendapat jatah tambahan per orang 
anggota yaitu tiga buah yang dinamakan Program 
Tomas (tokoh masyarakat). Jadi untuk pimpinan 
mendapat jatah per tahun membuat kegiatan sosia-
lisasi empat pilar kebangsaan sebanyak empat belas 
kali.
Informan ketiga menjelaskan bahwa mekanisme pe-
nyerapan anggaran itu ditempuh melalui birokrasi 
yang sangat mudah. Hanya membawa selembar su-
rat kuasa bahwa staf tersebut adalah benar staf dari 
anggota DPR yang bersangkutan dan yang diberi 
kuasa untuk mengambil anggaran sosialisasi empat 
pilar tersebut, lalu membawa selembar kertas lagi 
yaitu surat permohonan pengajuan dana sosialisasi 
empat pilar. Birokrasinya tidak ribet, namun antri-
an panjang bahkan tidak cukup satu hari mengantri 
karena pegawai di Sekretariat MPR yang melayani 
sering kurang responsif dan kurang cepat. Menge-
nai Laporan Pertanggungjawaban kegiatan tidak di-
persulit dalam memasukkannya.
Informan keempat mengatakan dengan cara meng-
ajukan kepada ketua MPR RI untuk memberikan 
program sosialisasi empat pilar untuk diadakan di 
kampusnya. Mahasiswa melalui BEM (Badan Ek-
sekutif Mahasiswa) memasukkan proposal ke tata 
usaha pimpinan MPR, lalu proposal mereka dite-
rima dan diberikan program tersebut oleh ketua 
MPR. Birokrasinya sangat mudah. 
Perubahan Nama Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan
Basarah (2014) menyatakan bahwa dalam melaku-
kan sosialisasi diseluruh nusantara karena payung 
hukum yang jelas, yaitu tercantum dalam Pasal 6 
Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 
tentang MD3 yang menyatakan bahwa tugas MPR 
RI adalah memasyarakatkan Pancasila, UUD 1945, 
Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.
Fatkhul (2014) menuturkan bahwa Empat pilar ke-
bangsaan ataupun Empat Pilar MPR RI setelah di-
ganti redaksionalnya oleh DPR/MPR RI bukanlah 
dilahirkan oleh produk Undang-Undang, melain-
kan berdasarkan hasil kajian yang sampai saat ini 
belum memberikan hasil yang jelas, bahkan belum 
ditemukan dasar penyusunan ilmiahnnya.
Asshiddiqie () menyatakan bahwa perubahan nama 
itu hanyalah perubahan redaksional semata, namun 
isinya tetap saja. Sementara yang menjadi permasa-
lahan selama ini adalah isi dan makna dari empat 
pilar yang tidak tepat, apalagi melihat Pancasila 
adalah dasar negara, tetapi di dalam teori empat 
pilar malah disejajarkan dengan pilar yang lainnya. 
Senada dengan Zoelva (2014) mengatakan bahwa 
menempatkan Pancasila sebagai salah satu pilar 
adalah tidak tepat, bertentangan dengan Undang-
undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum meng-
ikat, jadi frasa empat pilar dalam undang-undang 
nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik dihapus. 
Dalam Pertimbangannya, Mahkamah berpendapat 
menempatkan keempat pilar yang berarti tiang pe-
nguat, dasar pokok atau induk itu dalam posisi seja-
jar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dari 
perspektif konstitusional tidaklah tepat, sebab seca-
ra politik telah dikukuhkan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menggam-
barkan keberadaan Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI 
di dalamnya, maka Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia dianggap tidak bisa disejajarkan 
dengan yang lainnya. Bahkan di dalam pembukaan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia 
tahun 1945 juga disebutkan Pancasila walaupun se-
cara eksplisit. Zoelva (2014) mengukuhkan secara 
hukum bahwa Pancasila merupakan Dasar Negara. 
Hal ini menggambarkan bahwa tidak bisa empat hal 
tersebut disejajarkan sebagai suatu pilar. 
Berbeda dengan pendapat Hidayat (2015) menu-
rutnya sosialisasi empat pilar yang dilakukan MPR 
RI tak ubahnya seperti yang dilakukan oleh Mah-
kamah Konstitusi, namun Mahkamah Konstitusi 
hanya fokus pada Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.  Arif 
juga mengatakan dia membahas ini terlepas dari 
program sosialisasi yang dilakukan oleh MPR RI 
nya, dan masyarakat perlu mengenal lebih dalam 
mengenai empat hal tersebut.
Analisis Yuridis Perbandingan Pancasila dengan 
Pilar-Pilar yang Disosialisasikan oleh Majelis Per-
musyawaratan Rakyat
Indonesia adalah Negara yang kaya raya. Kaya akan 
sumber alam, akan kebudayaan, agama, kepercaya-
an, bahasa dan suku bangsa. Maka perlu ada suatu 
ideologi yang mampu mempersatukan itu semua. 
Saat itu setelah Indonesia diproklamirkan, digagas-
lah oleh Soekarno, Moh. Hatta dan para sahabatnya 
untuk membuat ideologi Negara dan konstitusi 
Negara. Dari banyak perdebatan saat itu, akhirnya 
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tercapailah mufakat yang menghasilkan ideologi 
Pancasila, yang kemudian dimasukkan dalam pem-
bukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia tahun 1945 yang merupakan nama dari 
konstitusi kita.
Pancasila dianggap mampu menggambarkan jati 
diri bangsa juga mampu menggambarkan Indo-
nesia itu adalah sebuah Negara Kesatuan, Negara 
yang beragam-ragam namun tetap satu dan Negara 
yang berundang-undang dasar. Artinya tiga pilar 
dari gagasan Taufik Kiemas tersebut ternyata sudah 
terwakili oleh Pancasila, yaitu Undang Undang Da-
sar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinne-
ka Tunggal Ika dan NKRI, namun kemudian malah 
dia sejajarkan dengan Pancasila yang padahal meru-
pakan induk dari ketiganya.
Kesimpulan dan Saran
Dari tugas dan wewenang anggota DPR/MPR RI da-
pat disimpulkan bahwa mereka bukanlah lembaga 
yang tepat untuk menjalankan program-program so-
sialisasi, dalam hal ini sosialisasi empat pilar MPR. 
Apalagi sampai menyerap anggaran ratusan mil-
yar rupiah per tahunnya dengan Laporan Pertang-
gungjawaban (LPJ) yang tidak ketat. Tidak jarang 
dari mereka menyerap anggaran itu tetapi tidak 
mensosialisasikannya. Saya rasa yang lebih tepat 
melakukan program ini adalah pemerintah dengan 
birokrasi yang baik dalam penanganannya (menso-
sialisasikan dasar dan falsafah Bangsa) demi menca-
pai good governance.
Jika pemerintah mempunyai niat untuk menanam-
kan Dasar dan Falsafah Bangsa atau bisa juga disebut 
program Ideologi dan Pilar-Pilar Bangsa yang guna-
nya untuk meningkatkan spirit ber-Bhinneka Tunggal 
Ika dan ber-NKRI serta meresapi atau mempelajari 
secara dalam falsafahnya tersebut, maka semua pi-
hak saya rasa sepatutnya mendukung. Tentu peme-
rintah harus merumuskan terlebih dahulu konsep 
dan kurikulum yang baik dan jelas sebagai pakem 
atau pegangan sehingga program itu benar-benar 
bisa bermanfaat, serta terlebih-lebih yang paling 
penting yaitu agar pemimpin-pemimpin kita men-
dapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa.
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